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PUTUSAN
Nomor 735/Pdt.G/2022/PA.Jbg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai talak antara:
PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang
Ojek, tempat kediaman di, Kab. Jombang, sekarang berdomisili
di Kabupaten Nganjuk, sebagai Pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
tempat kediaman di, Kab. Jombang, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat gugatan tanggal 10 Maret 2022 telah
mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Jombang, Nomor 735/Pdt.G/2022/PA.Jbg tanggal 10 Maret 2022
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 29 April 2018, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jogoroto Kabupaten
Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 29 April 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon selama 2 tahun 10 bulan dan sudah di karuniai
1 anak yang bernama :
NAMA usia 3 tahun;
3. Bahwa sejak Februari 2020 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
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4. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Pemohon dan Termohon selisih faham mengenai tempat tinggal dimana
Termohon tidak mau di ajak pulang ke Gresik (tempat kerja Pemohon),
sedangkan Pemohon juga tidak bisa jika harus mengikuti Termohon
karena pekerjaan Pemohon ada di Gresik, sehingga komunikasi antara
Pemohon dan Termohon semakin buruk, Pemohon sudah mencoba
bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun tetap
tidak mau berubah ;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2021 terjadi
pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon tidak pernah
pulang ke rumah lagi;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan
Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama
1 tahun ;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu
Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang
kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Jombang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);
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Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakillkuasanya yang sah, meskipun
berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Pemohon
dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa menurut berita acara pemanggilan tanggal 04 April
2022 dan tanggal 08 April 2022 Pemohon telah dipanggil menghadap
persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan ternyata
ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR disebutkan Jika Pemohon
tidak datang menghadap di pengadilan pada hari yang ditentukan meski ia
dipanggil dengan patut atau tidak juga menyuruh orang lain mewakilinya, maka
gugatannya dianggap gugur dan Pemohon dihukum membayar biaya perkara,;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pendapat Ulama Figih dalam

kitab Ahkamul Qur'an juz 2 halaman 405, yang berbunyi :
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Artinya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh Pengadilan Agama dengan
patut tidak menghadap, maka termasuk dholim dan gugur haknya untuk
berperkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon yang
tidak hadir telah ternyata tidaklah bersungguh-sungguh dalam beperkara,
sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan tersebut di atas,
gugatan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan gugatan Pemohon Nomor  735/Pdt.G/2022/PA.Jbg
gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 1.195.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh lima ribu
rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriah, oleh kami Naharuddin,
S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Amir Syarifuddin, S.H.l., M.H. dan Hairil
Anwar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.
Hj. Dyah Kholidah NA sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri
Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. Naharuddin, S.Ag., M.H.

Hairil Anwar, S.Ag.
Panitera Pengganti,
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Dra. Hj. Dyah Kholidah NA

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp 1.050.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 1.195.000,00
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